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ABSTRAK

ISLAKHUL AMAL. Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memaparkan prosedur pengelolaan
alokasi dana desa di Desa Menjangan, 2) memaparkan penerapan prinsip
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi
dana desa di Desa Menjangan, 3) memaparkan berbagai hambatan dalam
penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan dan kepustakaan
dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan secara purposive sampling melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi mereduksi data,
menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di
Desa Menjangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, namun pada
praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut. Penerapan
prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desa
Menjangan yang dapat dilihat dari berbagai pembangunan infrastruktur dan
adanya laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten secara berkala.
Sementara penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa Menjangan secara terbatas. Penerapan prinsip transparansi
dan partisipasi masyarakat hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kegiatan
saja. Penerapan prinsip transparansi dilaksanakan melalui pemasangan papan
informasi kegiatan, sedangkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat
dilaksanakan dengan memanfaatkan material dan tenaga kerja yang tersedia di
Desa Menjangan. Kurangnya pemahaman dalam pembukuan dan penyusunan
laporan keuangan serta keterlambatan bukti pembayaran menjadi hambatan
tersendiri bagi Pemerintah Desa Menjangan dalam menerapkan prinsip
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi
dana desa. Jika dilihat dari perspektif Islam, maka pengelolaan alokasi dana desa
di Desa Menjangan belum sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal tersebut
karena pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan masih dilaksanakan
secara tertutup tanpa melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana
Desa
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ABSTRACT

ISLAKHUL AMAL. Analysis of Accountability, Transparency and
Community Participation in the Management of Village Fund Allocation in
Menjangan Village, Bojong District, Pekalongan Regency.

This study aims to: 1) describe the procedures of village fund allocations
management in Menjangan Village, 2) describes the application of the principles
accountability, transparency and community participation in the village fund
allocations management in Menjangan Village, 3) describes the various obstacles
in application of the principles of accountability, transparency and community
participation in the village fund allocations management in Menjangan Village.

This research is included in the field research and literature research with a
descriptive qualitative approach. Data collection in this study is carried out by
purposive sampling through observation, interviews and documentation. The
method of data analysis in this study used the method of data analysis by Miles
and Huberman model which includes data reduction, data presentation and
conclusion drawing.

The results of this study indicate that the management of village fund
allocations in Menjangan Village is guided by statutory regulations, but in the
practice, there are still discrepancies with these regulations. The application of the
principle of accountability has been implemented quite well by the Menjangan
Village Government which can be seen from various infrastructure developments
and there is an accountability report to the district government on a regular basis.
While the implementation of the principles of transparency and community
participation is carried out by the Menjangan Village Government on a limited
basis. The application of the principles of transparency and community
participation is only carried out at the activity implementation stage. The
application of principle of transparency is carried out through the installation of
activity information boards, while the application of principle of community
participation is carried out by utilizing the materials and labor that available in the
Menjangan Village. Lack of understanding in bookkeeping and preparation of
financial reports and delays in proof of payment are obstacles for the Menjangan
Village Government in applying the principles of accountability, transparency and
community participation in village fund allocations management. If viewed from
an Islamic perspective, the management of village fund allocations in Menjangan
Village is not in accordance with the guidance of Islamic law. That matter because
the management of village fund allocations in Menjangan Village is still being
implemented closed without involving all levels of society.

Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund
Allocations
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab - Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab

yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

أ Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Ṡa ṡ
es

(dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ḥa ḥ
ha

(dengan titik di bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Żal Ż
Zet

(dengan titik di atas)
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ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص Ṣad ṣ
es

(dengan titik di bawah)

ض Ḍad ḍ
de

(dengan titik di bawah)

ط Ṭa ṭ
te

(dengan titik di bawah)

ظ Ẓa ẓ
zet

(dengan titik di bawah)

ع `ain `
koma terbalik

(di atas)

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Ki

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ھ Ha H Ha



xv

ء Hamzah ‘ Apostrof

ي Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ـَ Fathah a A

ـِ Kasrah i I

ـُ Dhammah u U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

.َ..يْ  Fathah dan ya ai a dan u

.َ..وْ  Fathah dan wau au a dan u

Contoh:

- كَتبََ  : kataba

- فعََلَ  : fa`ala

- سُئِلَ  : suila

- كَیْفَ  : kaifa
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- حَوْلَ  : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

.َ..ى.َ..ا Fathah dan alif atau

ya
ā a dan garis di atas

.ِ..ى Kasrah dan ya ī i dan garis di atas

.ُ..و Dhammah dan wau ū u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ  : qāla

- رَمَى : ramā

- قیِْلَ  : qīla

- یَقوُْلُ  : yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada 2 (dua), yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dhammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- طْفَالِ لأَ رَؤْضَةُ ا : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
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- رَةُ  الْمَدِیْنَةُ الْمُنوََّ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةْ  : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- لَ  نَزَّ : nazzala

- البِرُّ  : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- جُلُ  الرَّ : ar-rajulu

- الْقَلمَُ  : al-qalamu

- الشَّمْسُ  : asy-syamsu

- لُ الْجَلاَ  : al-jalālu
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G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh:

- تأَخُْذُ  : ta’khużu

- شَیئٌ  : syai’un

- النَّوْءُ  : an-nau’u

- إِنَّ  : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- ازِقیِْنَ  وَ إِنَّ اللهَ فَھُوَ خَیْرُ الرَّ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:

- ِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ  الْحَمْدُ  : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi

rabbil `ālamīn

- حِیْمِ  حْمنِ الرَّ الرَّ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفوُْرٌ رَحِیْمٌ  : Allaāhu gafūrun rahīm

- ِ ا ّ مُوْرُ جَمِیْعًالأُ ِ : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pelaksanaan pemerintahan nasional, desa menjadi bagian

terkecil di dalamnya. Fungsi, peran dan kontribusi desa menempati posisi yang

strategis. Desa turut berperan penting dalam menentukan keberhasilan

pembangunan. Hal tersebut dikarenakan desa secara langsung bersentuhan

dengan masyarakat itu sendiri dengan semua latar belakang kebutuhan dan

keinginannya, sehingga desa menjadi bagian yang harus dipelajari apabila

hendak mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa (Wahyuddin, 2016).

Sebagai sistem pemerintahan terkecil, desa harus mampu melakukan

pembaharuan untuk mendukung peningkatan pembangunan dan penurunan

kemiskinan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah pusat

menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah desa untuk

melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri demi

memperbaiki kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga, pemerintah desa dituntut harus mampu mengelola keuangan desa

dan memaksimalkan berbagai potensi ekonomi desa dengan sebaik mungkin.

Penyerahan kewenangan tersebut sudah seharusnya menjadi langkah awal bagi

desa untuk berkembang, karena desa dapat melaksanakan pemerintahan dan

pembangunannya tanpa khawatir adanya keterlibatan pihak lain di dalamnya.

Penyerahan kewenangan tersebut juga menunjang langkah desa dalam
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mewujudkan percepatan pembangunan desa. Sehingga dalam melaksanakan

urusan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa harus menempatkan

masyarakat desa sebagai subjek utamanya. Di samping itu, juga harus

diimbangi dengan faktor pendukung lainnya, seperti kapasitas aparatur

pemerintahan desa dan partisipasi dari masyarakat desa untuk bersama-sama

meningkatkan kesejahteraannya secara konstruktif dan bertahap (Kartika,

2012). Untuk menunjang berbagai langkah tersebut sekaligus untuk

memperjelas keberadaan desa sebagai bagian dari pemerintahan nasional, maka

pemerintah memberikan bantuan langsung dalam bentuk.alokasi.dana.desa.

Alokasi dana desa merupakan bantuan langsung dari pemerintahan

kabupaten atau kota untuk pemerintahan desa. Alokasi dana desa dimaksudkan

untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik, operasional lembaga desa

dan pelaksanaan pembangunan desa. Sementara tujuannya adalah untuk

memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan melalui partisipasinya secara aktif. Adanya alokasi dana

desa didasari oleh beberapa permasalahan, salah satunya adalah terbatasnya

keuangan desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

desa. Sehingga program ini dapat dianggap menjadi solusi yang tepat bagi desa

untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan serta memberdayakan

masyarakat secara terpadu. Besarnya alokasi dana desa adalah minimal sebesar

10% dari dana perimbangan keuangan kabupaten atau kota setelah dikurangi

dengan dana alokasi khusus. Alokasi dana desa tersebut menjadi bentuk

konkrit negara dalam mengakui kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
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kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat, hak asal-

usul, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (DJPK, 2017).

Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk desa selalu mengalami

kenaikan dari tahun ke tahunnya. Seperti tahun 2015, besarnya dana desa

adalah Rp. 20,7 triliun. Pada tahun 2016 menjadi Rp. 47 triliun, tahun 2017

menjadi Rp. 50 triliun, tahun 2018 menjadi Rp. 60 triliun dan tahun 2019

menjadi Rp. 70 triliun (Kemenkeu RI, 2017). Penerimaan dana tersebut untuk

setiap desa bergantung pada luas wilayah, tingkat kemiskinan, tingkat

kesehatan, potensi desa dan jumlah penduduk.

Besarnya kewenangan yang diterima desa memunculkan tanggung

jawab yang besar pula. Sehingga, pemerintah_desa dalam melaksanakan

pemerintahannya dituntut mampu mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik, di mana setiap kebijakan dan program kerja yang

dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai

aturan hukum (Shuida, 2016). Namun, pada praktiknya pengelolaan alokasi

dana desa sangat rawan terhadap penyimpangan. Penyimpangan tersebut justru

dilakukan oleh pihak yang mendapat kepercayaan dari masyarakat desa untuk

mengelolanya dalam rangka membangun desa menjadi lebih baik. Karena

itulah partisipasi masyarakat desa untuk mengawasi secara langsung

pengelolaan alokasi dana desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang

didanai oleh alokasi dana desa menjadi sangat penting, terlepas dari peran

pemerintah kecamatan dan kabupaten atau kota sebagai pengalokasi dana.
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Untuk mengelola alokasi dana desa dengan baik memerlukan prinsip

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sehingga para perangkat

desa dapat berperilaku sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang

berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018, keuangan desa harus dikelola secara akuntabel, transparan dan

partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas

merupakan kewajiban bagi pihak penerima kepercayaan untuk menyampaikan,

melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang

dilakukan baik sebelum maupun sesudah kepada pemberi kepercayaan yang

berhak dan berkewenangan untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut

(Mardiasmo, 2009). Pemberi kepercayaan berhak untuk mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima

kepercayaan. Hal ini supaya dapat meminimalkan praktik penyimpangan.

Sementara transparansi merupakan prinsip yang memberikan keleluasaan

kepada setiap orang untuk mengakses informasi terkait perumusan kebijakan,

pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai (Sujarweni, 2015). Transparansi

memberikan jaminan keterbukaan informasi bagi setiap orang tentang

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengalokasian alokasi dana desa

juga menjadi cerminan terwujudnya praktik tata kelola pemerintahan yang

baik, di mana pemerintah dan masyarakat desa dapat menjalin hubungan yang

harmonis yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Sebab,

keberhasilan suatu program perencanaan dan pembangunan desa juga turut

dipengaruhi oleh komponen partisipasi masyarakat di dalamnya. Dalam
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pembangunan, masyarakat menjadi komponen yang paling penting, mengingat

sudah seharusnya percepatan pembangunan dimulai dari bawah ke atas (bottom

up), dengan menggerakkan masyarakat supaya turut berpartisipasi secara aktif

dalam proses pembangunan. Titik utama suatu pembangunan dapat dilihat dari

partisipasi aktif masyarakat di dalamnya.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri, alokasi dana desa telah diatur dalam

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009. Peraturan tersebut

menyebutkan bahwa sasaran utama pemberian alokasi dana desa di Kabupaten

Pekalongan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan,

pembangungan, kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa besarnya alokasi dana

desa di Kabupaten Pekalongan ditentukan secara adil dan merata dengan

memperhatikan beberapa variabel seperti tingkat kemiskinan, tingkat

pendidikan, tingkat kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi

ekonomi dan tingkat partisipasi masyarakat. Sementara untuk penetapan

rincian, penyaluran dan pengelolaannya diatur melalui peraturan bupati yang

terus diperbarui setiap tahunnya. Contohnya untuk penetapan rincian,

penyaluran dan pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2020 diatur

dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 dengan rincian

sebagai berikut:
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Gambar 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019

Pemerintah desa dianggap lebih mampu dalam melihat berbagai

permasalahan dan kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah daerah.

Sehingga, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan berbagai

permasalahan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan desa juga harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan

potensi ekonomi desa dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sementara

besarnya alokasi dana desa untuk setiap desa di wilayah Kecamatan Bojong

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Bojong Tahun 2020

Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019

Alokasi dana desa jika dikelola dengan baik, maka akan dapat

menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa di wilayah

Kabupaten Pekalongan. Maka, sudah seharusnya setiap desa yang secara

administratif berada dalam wilayah Kabupaten Pekalongan mampu mengelola

secara maksimal alokasi dana desa yang diterima tersebut untuk menunjang

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata
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bagi masyarakat desa. Namun, pada praktiknya dari seluruh desa yang ada,

tidak sedikit desa yang belum mampu mengelola secara maksimal alokasi dana

desa yang diterima sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya adalah

Desa Menjangan. Desa Menjangan merupakan tempat tinggal penulis, sehingga

penulis sedikit dapat mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan

pengelolaan alokasi dana desa. Meskipun mendapatkan alokasi dana desa,

namun pembangunan infrastruktur di Desa Menjangan masih dianggap kurang

memadai bagi sebagian masyarakat desa. Sampai saat skripsi ini ditulis, Desa

Menjangan belum memiliki mobil siaga dan puskesmas sendiri, koperasi desa

juga belum ada, bahkan BUMDes juga belum tersedia. Padahal jika dilihat dari

alokasi dana desa yang diterima, Desa Menjangan menerima alokasi dana desa

yang cukup besar. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, alokasi dana desa yang

diterima juga mengalami peningkatan, seperti yang digambarkan pada gambar

di bawah ini:

Gambar 1.3 Rincian Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan

Sumber: Balai Desa Menjangan

Pada tahun anggaran 2020, Desa Menjangan menerima alokasi dana

desa sebesar Rp.437.689.000,-. Alokasi dana desa tersebut mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 yaitu sebesar
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Rp.390.661.000,-. Namun, berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari

beberapa masyarakat desa, alokasi dana desa yang diterima tersebut belum

mampu dikelola secara maksimal. Dikatakan demikian karena masih ada

beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaannya. Salah satu

permasalahan tersebut adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban yang

melampaui batas waktu yang ditentukan pada setiap akhir tahun anggaran

sehingga turut mempengaruhi komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat

desa. Rendahnya komunikasi tersebut membuat partisipasi masyarakat desa

menjadi rendah pula. Permasalahan lainnya adalah dalam penyusunan

anggaran pembangunan desa telah diselenggarakan musyawarah desa, tetapi

tidak semua masyarakat desa dilibatkan. Hanya kepala, perangkat dan

pengurus lembaga desa saja yang dihadirkan. Hasil dari musyawarah desa

tersebut juga tidak selalu diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa. Hal

inilah yang membuat masyarakat desa menjadi tidak mengetahui jumlah

alokasi dana desa yang diterima dan dipergunakan untuk apa saja, sehingga

penyampaian aspirasi dan partisipasi masyarakat menjadi sulit dilakukan.

Selain itu, temuan pra penelitian di lapangan, tidak adanya rincian yang lebih

jelas mengenai penggunaan alokasi dana desa. Karena alokasi dana desa hanya

dimasukkan ke dalam laporan APBDes pada tahun anggaran yang berjalan

sehingga tidak dapat membedakan jumlah penggunaan alokasi dana desa

dengan jumlah penggunaan pendapatan lain yang diterima oleh desa.

Dalam mengelola alokasi dana desa sangat memerlukan prinsip

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dari banyak komponen mulai dari
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pemerintah desa, lembaga desa sampai masyarakat desa. Namun, dari sekian

banyak desa di Indonesia, tidak sedikit desa yang masih belum mampu

mengelolanya secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat, salah satunya

adalah Desa Menjangan, Bojong, Pekalongan. Hal seperti inilah yang

menghambat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat desa. Penulis

memiliki alasan tersendiri mengapa sangat tertarik untuk meneliti program ini,

karena sebenarnya alokasi dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap

pembangunan desa di Indonesia jika dikelola dengan baik. Faktor lainnya

adalah, karena penulis ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana

Pemerintah Desa Menjangan mengelola alokasi dana desa dan bagaimana pula

penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang telah penulis uraikan, maka

penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis

Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong,

Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan,

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan?

2. Bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat

di dalamnya?
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3. Apa saja hambatan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan yang penulis uraikan,

maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk memaparkan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa

Menjangan.

b. Untuk memaparkan penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi

masyarakat di dalamnya.

c. Untuk memaparkan berbagai hambatan dalam penerapan akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoretis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah

keilmuan. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan

kemampuan pembaca dalam menganalisis dan mempelajari setiap

permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dan

penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat

di dalamnya.
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b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini menjadi media pembelajaran bagi penulis dalam

meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah. Penelitian ini

juga memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis berkaitan

dengan pengelolaan alokasi dana desa dan penerapan prinsip

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya.

2) Bagi akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan

pengetahuan kepada para pembaca, terutama para akademisi. Penulis

juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif referensi

dalam perkuliahan.

3) Bagi pemerintah desa

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan

masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi kepala desa dan

perangkat desa dalam mengelola alokasi dana desa dan menerapkan

prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di

dalamnya. Sehingga, kepala dan perangkat desa dapat melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya.

4) Bagi masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan

pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pemerintah desa

mengelola alokasi dana desa dan menerapkan prinsip akuntabilitas,
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transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sehingga,

masyarakat desa dapat menjadi lebih aktif dalam menyampaikan

aspirasinya.

5) Bagi penelitian selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan

masukan dan menjadi alternatif referensi bagi penelitian selanjutnya di

kemudian hari.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan meliputi tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan

pertanggungjawaban. Perencanaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

Menjangan melalui musyawarah desa dengan mengundang lembaga desa

dan perwakilan masyarakat, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh TPK

yang ada di Desa Menjangan secara swakelola, penatausahaan dilaksanakan

oleh Bendahara Desa Menjangan dengan mencatat setiap penerimaan dan

pengeluaran desa dan pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa Menjangan melalui laporan pertanggungjawaban kepada

pemerintah kabupaten.

2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di

Desa Menjangan telah dilaksanakan dengan cukup baik yang dapat dilihat

dari berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

Menjangan dan adanya laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah

kabupaten secara berkala. Sementara penerapan prinsip transparansi dan

partisipasi masyarakat belum dilaksanakan dengan baik. Penerapan prinsip

transparansi dilaksanakan melalui pemasangan papan informasi kegiatan
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dan prinsip partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan

penggunaan material dan tenaga kerja yang tersedia di Desa Menjangan

dalam setiap kegiatan.

3. Hambatan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan adalah

kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa Menjangan dalam penyusunan

laporan keuangan dan keterlambatan TPK dalam menyampaikan bukti

transaksi berupa nota pembayaran yang menyebabkan penyusunan laporan

pertanggungjawaban menjadi tidak selesai pada waktu yang telah

ditentukan. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah Desa

Menjangan dengan melakukan koordinasi baik dengan TPK maupun

pemerintah kecamatan dan kabupaten.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis

dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Menjangan harus lebih terbuka dan melibatkan seluruh

lapisan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan setiap

kegiatan yang didanai menggunakan alokasi dana desa. Penyampaian

pertanggungjawaban kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh

Pemerintah Desa Menjangan melalui pemasangan laporan keuangan yang

ditempatkan di tempat strategis pada setiap RT supaya dapat diketahui oleh

seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kinerja

pemerintah desa.
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2. Masyarakat Desa Menjangan harus lebih aktif dalam memberikan kritik dan

saran kepada Pemerintah Desa Menjangan terkait pengelolaan alokasi dana

desa. Hal tersebut harus dilakukan supaya kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa Menjangan sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat

dan meminimalisir kegiatan yang tidak tepat sasaran.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini belum melibatkan BPD dan perwakilan LPMD sebagai

informan sehingga pembahasan dalam penelitian ini hanya berdasarkan

sudut pandang pemerintah desa dan masyarakat saja.

2. Dalam penelitian ini penulis belum dapat melampirkan dokumentasi berupa

laporan pertanggungjawaban peengelolaan keuangan desa untuk melengkapi

data penelitian karena Pemerintah Desa Menjangan tidak memberikan izin

kepada penulis untuk mengakses laporan tersebut.
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